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PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1% TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

da.

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) huruf d Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupeten /Kota
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tammbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesita Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47 37);

Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dimubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Organisasti dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009

Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 2);



Menetapkan

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerna
Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2009 Nomor 3j;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009

Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6
Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 06);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2013.

(1)

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2013, yang selanjutnya di singkat RKPD
Tahun 2013, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2013
yang dimulai pada tanggal 1 Januarni 2013 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013.



(2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Kena
Jangka Menengah Daecrah Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015, dan mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2013 dan rencana kerja Pemerintah Tahun 2013, yang
memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, beserta
Kerangka Pendanaan, Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah, Rencana Program Dan Kegiatan
Prioritas Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya serta
prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan dan pagu indikatif.

Pasal 2

RKPD Tahun 2013 sebagaimana di maksud pada Pasal 1

menjadi :

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013;

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Tahun 2013.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013, yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggunakan RKPD
Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum
dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Timur;
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b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD
tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 4

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun 2013 dan menyampatkan laporan hasil
pengendalian tersebut kepada Bupati Kutai Timur.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun
2013 dan menyampaikan laporan triwulan hasil
pengendalian tersebut kepada Bupati Kutai Timur melaluil
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

(3) Mekanisme pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal RKPD tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 berbeda dar1 hasil pembahasan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggunakan
RKPD Tahun 2013 hasil pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

RKPD tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati 1ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darn Peraturan
Bupati ini.



Pasal 7
Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Junt 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



